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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Ringkasan 

Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang 

seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi 

pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan 

membayar uang tebusan. 

Subjek Tax Amnesty adalah Wajib Pajak orang Pribadi, Wajib Pajak 

Badan, Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM), Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib 

Pajak. 

Objek Tax Amnesty adalah kewajiban perpajakan yang belum atau 

belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak, yang terpresentasi dalam 

harta yang belum pernah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan terakhir. Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib 

Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. 

Adapun jangka waktu pelaksanaan Tax Amnesty yaitu sejak berlakunya 

Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yaitu: 

1. Periode I dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 30 

September 2016 dengan tarif uang tebusan sebesar 2% untuk harta yang 

dimiliki di dalam negeri dan 4% untuk harta yang berada di luar wilayah 

NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI. 

2. Periode II dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 

Desember 2016 dengan tarif uang tebusan sebesar 3% untuk harta yang 

berada di dalam negeri dan 6% untuk harta yang berada di luar wilayah 

NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI. 

3. Periode III dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 

Maret 2017 dengan tarif uang tebusan sebesar 5% untuk harta yang berada 

di dalam negeri dan 10% untuk harta yang berada di luar wilayah NKRI 

dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI.  
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4.2 Kesimpulan 

Berdasarkan judul tugas akhir Tinjauan Tingkat Partisipasi Wajib Pajak 

Terhadap Program Tax Amnesty Dalam Upaya Menambah Pendapatan 

Negara di KPP Pratama Semarang Timur dapat disimpulkan bahwa secara 

garis besar pelaksanaan Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Semarang Timur penerimaan dana Tax Amnesty sudah mencapai target yang 

diberikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur berjumlah 

38.378. Wajib Pajak yang telah melaksanakan Program Tax Amnesty mulai 

Periode 1 sampai dengan periode 3 berjumlah 3.949 Wajib Pajak Orang 

Pribadi dan 679 Wajib Pajak Badan. 

2. Jumlah Presentase Wajib Pajak yang telah melaksanakan Tax Amnesty 

yaitu 10,28% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan presentase 

untuk Wajib Pajak Badan sebesar 1,76%. 

3. Jumlah penerimaan dana dari uang tebusan Tax Amnesty di KPP Pratama 

Semarang Timur sudah melebih dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 

231.758.010.926. Penerimaan tersebut dihasilkan dari uang tebusan harta 

yang belum dilaporkan dari dalam Indonesia dan termasuk juga hasil 

Repatriasi atau harta dari luar wiyah Indonesia kemudian di alihkan di 

Indonesia. 

4. Banyak upaya – upaya dan cara yang dilakukan KPP Pratama Semarang 

Timur untuk menarik antusias para Wajib Pajak yaitu dengan memberikan 

sosialisasi dan memberikan bingkisan-bingkisan, mengundang Wajib 

Pajak ke KPP Pratama Semarang Timur untuk diberi sosialisasi, 

memberikan surat himbauan kepada Wajib Pajak dan memberikan pamflet 

kepada para Wajib Pajak. 

5. Ada kendala-kendala yang dialami oleh petugas pajak KPP Pratama 

Semarang Timur dalam menjalankan program Tax Amnesty dan melayani 

Wajib Pajak dan yang sering dijumpai kendala tersebut adalah masalah 

terhadap server atau jaringan internet yang sering mengalami gangguan. 
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Lampiran 1: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan 

Pajak 
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Lampiran 2: Format Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak 
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Lampiran 3: Format Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan 

Harta Tambahan 
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Lampiran 4: Format Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta 

Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah NKRI ke 

Luar Wilayah NKRI 
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Lampiran 5: Format Daftar Rincian Harta dan Utang 
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Lampiran 6: Surat Persetujuan Kuliah Kerja Praktik 
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Lampiran 7: Sertifikat Kuliah Kerja Praktik 
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Lampiran 8: Kartu Konsultasi Tugas Akhir 
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